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 Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk merumuskan pengaruh strategi pencanangan Zona 

Integritas di sub-satuan kerja Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) 

Kementerian Pertahanan guna mempercepat Rekalibrasi Birokrasi dan mewujudkan Zona 

Integritas Publik. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif, artikel ini menggunakan 

pendekatan campuran, yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Data 

dikumpulkan dengan diskusi, bimbingan teknis, wawancara mendalam Pakar, dan analisis 

dokumen. Data Kualitatif diolah menggunakan NVivo dan data Kuantitatif menggunakan 
model struktural sistem. Penelitian menunjukkan bahwa strategi pencanangan Zona 

Integritas meningkatkan pemahaman dan peran pegawai dalam mengelola organisasi yang 

bersih dan akuntabel. Selain itu, produktivitas dan efisiensi birokrasi secara signifikan 

meningkat sebagai hasil dari keterlibatan pimpinan dalam memberikan arahan strategis, 

manfaat bimbingan narasumber yang telah mencapai status Zona Integritas Publik, dan 

partisipasi aktif pegawai ikut berperan aktif bertanggung jawab dalam menyiapkan satuan 

kerjanya menjadi area  untuk Zona Integritas (ZI). Temuan ini menunjukkan bahwa 

pencanangan Zona Integritas sangat penting untuk membantu organisasi menyesuaikan diri 

dengan perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi. Keterbatasan penelitian ini terletak 

pada cakupan analisis yang terbatas pada sub-satuan kerja Balitbang Kementerian 

Pertahanan, sehingga generalisasi hasil ke seluruh kementerian perlu kehati-hatian. 

Penelitian ini memberikan nilai orisinal dengan merekomendasikan perluasan 

implementasi Zona Integritas ke unit organisasi Tentara Nasional Indonesia untuk 

mempercepat pencapaian reformasi birokrasi secara menyeluruh di lingkungan 

Kementerian Pertahanan. Kesimpulannya, pencanangan Zona Integritas adalah langkah 

strategis menuju organisasi yang bersih, dan berorientasi pelayanan publik.    
  
Abstract: This article aims to formulate the influence of the Integrity Zone launch strategy 

in the sub-work unit of the Ministry of Defense's Research and Development Agency 

(Balitbang) to accelerate Bureaucratic Recalibration and realize the Public Integrity Zone. 

To obtain comprehensive results, this article uses a mixed approach, combining qualitative 

and quantitative analysis. Data were collected through discussions, technical guidance, in-

depth interviews with Experts, and document analysis. Qualitative data were processed 

using NVivo and Quantitative data using a structural system model. The study shows that 
the Integrity Zone launch strategy improves employee understanding and roles in managing 

a clean and accountable organization. In addition, bureaucratic productivity and efficiency 

significantly increased as a result of the involvement of leaders in providing strategic 

direction, the benefits of guidance from resource persons who have achieved Public 

Integrity Zone status, and active participation of employees who play an active role in being 

responsible for preparing their work units to become areas for the Integrity Zone (ZI). 

These findings indicate that the launch of the Integrity Zone is very important to help 

organizations adapt to environmental changes and technological advances. The limitation of 

this study lies in the scope of the analysis which is limited to the sub-work units of the 

Ministry of Defense's Research and Development Agency, so that generalization of the 

results to all ministries requires caution. This study provides original value by 

recommending the expansion of the implementation of the Integrity Zone to organizational 

units of the Indonesian National Army to accelerate the achievement of comprehensive 

bureaucratic reform within the Ministry of Defense. In conclusion, the launch of the 

Integrity Zone is a strategic step towards a clean organization, and oriented towards public 

service. 
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PENDAHULUAN 

Korupsi, birokrasi yang bersih, melayani, dan akuntabel merupakan isu hangat di Indonesia sampai 

saat ini dan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan efektivitas 

pelayanan publik; masalah ini saat ini menjadi perhatian utama publik di Indonesia (Widodo et al., 2018). 

Praktik korupsi yang terus terjadi di berbagai bidang menghalangi kemajuan dan merusak negara, 

sementara birokrasi yang tidak transparan dan tidak akuntabel sering dianggap sebagai penyebab 

penundaan reformasi sistem pemerintahan(Suprayitno & Abbas, 2024). Dalam keadaan seperti ini, 

kebutuhan masyarakat akan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif semakin meningkat (Prabowo, 

2013). Perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi juga mempengaruhi hal ini, karena masyarakat 

menjadi lebih kritis dan bersuara terhadap kinerja pemerintah (Oliveira et al., 2020). Oleh karena itu, untuk 

memenuhi harapan masyarakat, reformasi birokrasi dilakukan melalui penguatan tata kelola, pencanangan 

Zona Integritas (ZI), dan penerapan prinsip anti korupsi. Berdasarkan informasi di website BPS Nasional 

(2024) bahwa kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia semakin menurun  (Treves et al., 

2017). Secara keseluruhan, persepsi publik tentang kualitas pelayanan birokrasi terus menunjukkan tren 

penurunan, dan hal ini sebagai bukti nyata perlunya perubahan dan adaptasi budaya organisasi maupun 

sikap perilaku birokrat guna meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik untuk 

memulihkan kepercayaan masyarakat (Birokrasi et al., 2024). Pencanangan Zona Integritas (ZI) di 

Indonesia, diawali setelah diterbitkannya “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 60 Tahun 2012 yang menetapkan pedoman pembangunan 

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani” (Tiwisia 

et al., 2020). Munculnya kebijakan ini sebagai tuntutan pasca reformasi 1998 dimana publik menginginkan 

adanya perubahan budaya di lingkungan pemerintah guna terwujudnya pembangunan tata kelola yang baik, 

bersih, transparan, dan juga akuntabel (Adiananto et al., 2024). Tujuan Pencanangan Zona Integritas adalah 

untuk mendorong unit kerja di lingkungan pemerintah untuk tetap berkomitmen untuk mengurangi korupsi, 

meningkatkan pelayanan publik, dan meningkatkan kinerja birokrasi (Williams, 2021).  

Disisi lain, institusi pemerintah tentunya terus berinovasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah 

menjadi lebih baik, adaptif , modern, dan menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sehingga dapat bersaing dalam menghadapi tantangan geopolitik global yang cenderung dinamis dan 

multidimensi.  (Lesmana et al., 2022). Untuk mempercepat pencapaian Zona Integritas Publik yang 

diharapkan di lingkungan birokrasi tersebut, berdasarkan tuntutan reformasi dan berpedoman pada regulasi 

sebelumnya, maka diterbitkan “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
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Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021” yang menyempurnakan regulasi sebelumnya (Ayugo & Septiana, 2021). 

Oleh sebab itu, dalam rangka mengoptimalkan mutu pelayanan kepada masyarakat, model kebijakan 

pencanangan zona integritas di Kementerian Pertahanan merupakan langkah strategis yang mendukung 

Strategi Penguatan Reformasi Birokrasi (Hwang et al., 2024). Kementerian Pertahanan, sebagai bagian dari 

institusi birokrasi yang penting, diharapkan menjadi teladan dalam penerapan Zona Integritas untuk 

menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien (Umar et al., 2021). Dengan 

Zona Integritas, pelaksanaan tugas pertahanan negara dapat dipercepat dan sistem administrasi internal 

dapat diperkuat (Asatryan et al., 2017). Perluasan Zona Integritas tidak hanya meningkatkan akuntabilitas 

dalam pengelolaan sumber daya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi, 

menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani, dan memperkuat upaya untuk mencapai tujuan strategis 

pertahanan dengan lebih efisien (Rawung et al., 2023). 

Urgensi penelitian ini, meskipun pencanangan Zona Integritas di Kementerian Pertahanan telah 

dimulai, belum semua sub-satuan kerja (satker) di lingkungan Kemhan berhasil dijadikan sebagai Zona 

Integritas (Simangunsong & Hutasoit, 2018). Ketidaksempurnaan dalam pencanangan sebagai Zona 

Integritas di seluruh sub-satker ini dapat menghambat dan memperlambat tujuan utama reformasi birokrasi, 

yaitu organisasi yang bersih dan baik  dari segala perbuatan yang mengarah pada upaya menghindari 

korupsi waktu maupun korupsi keuangan negara, meninggalkan pelayanan yang berbelit-belit dan lambat 

dan selalu berorientasi  pada kepentingan umum. (Collignon et al., 2015). Oleh karena itu, penelitian ini 

sangat penting untuk mengevaluasi dan menemukan hal-hal yang menghalangi pelaksanaan Zona 

Integritas di seluruh sub-satker Kementerian Pertahanan serta memberikan saran untuk mempercepat 

proses pelaksanaannya, sehingga organisasi Kementerian Pertahanan dapat meningkatkan perannya dalam 

pertahanan negara. berdasarkan penelitian (Nurdin dan Anshori, 2022) yang membahas Prinsip Demokrasi 

dalam Pelayanan Publik, menekankan bahwa nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan, transparansi, dan 

akuntabilitas sangat penting untuk mereformasi pelayanan publik (Engin & Treleaven, 2019). Untuk 

memastikan bahwa layanan dapat diakses dan adil bagi semua warga negara, tidak peduli afiliasi politik 

mereka, birokrasi harus beralih dari pendekatan regulasi ke pendekatan berorientasi layanan (Yudha 

Bramantyo & Yuliastuti, 2022).  (Penelitian Syah, 2023) mengatakan bahwa metode Manajemen Publik 

Baru dapat meningkatkan efisiensi birokrasi. Menurut (Iswanto, 2024), pengukuran hak organisasi dan 

reformasi struktural, memperbaiki struktur organisasi, melibatkan penyesuaian ukuran dan fungsi entitas 

birokrasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan fokus pada tugas-tugas inti (Sudarta, 2022). Selain itu, 

menurut Penelitian (Tasi, 2022), sangat penting untuk mengatasi masalah seperti manajemen yang tidak 

efisien, strategi layanan yang tidak jelas, dan praktik korupsi untuk menciptakan budaya birokrasi yang 

tidak sehat (Tang, 2020). 

Novelty dari penelitian ini terletak pada menggabungkan metode mixed methods dengan strategi 

penguatan reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan. Metode ini belum banyak digunakan dalam 

penelitian pelayanan publik di sektor pertahanan (Bowen et al., 2017). Penelitian sebelumnya lebih 
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mengutamakan sektor publik secara keseluruhan yang berfokus pada metode Manajemen Publik, 

memperbaiki struktur organisasi, dan menghilangkan praktik korupsi, namun tidak membahas bagaimana 

pencanangan Zona Integritas tersebut dapat berdampak signifikan dalam  mengoptimalkan percepatan 

perubahan cultural organisasi  menuju  organisasi yang tidak resistensi terhadap perubahan, cepat 

beradaptasi dengan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi organisasi di lingkungan 

pemerintahan yang tangguh dan berwibawa (Wu & Walker, 2020). Tujuan dilakukan penelitian ini,  untuk 

memberikan saran strategis yang dapat mendorong Kementerian Pertahanan mempercepat pencapaian atas 

regulasi yakni “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 

Tahun 2021 tentang  Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan 

Pemerintah” khususnya di lingkungan Unit Organisasi Kemhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Kemudian Kemhan dapat menjadi model bagi kementerian dan lembaga lainnya dalam reformasi birokrasi  

dan juga untuk  menambah literatur akademik tentang pembangunan birokrasi dan penerapan Zona 

Integritas dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan melayani  (Gedeona & 

Trilestari, 2021).  

METODE PENELITIAN  

Pendekatan dalam penelitian ini dengan mixed methods (McKim, 2017) Analisis data kualitatif 

menggunakan perangkat lunak NVivo 12. Adapun tahapan analisis data dengan NVivo 12 adalah, pertama, 

peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara kepada para pakar sebagai informan kegiatan 

diskusi tentang Strategi Pembangunan Reformasi Birokrasi, kemudian rangkuman hasil dari Focus Group 

Discussion (FGD) tentang Strategi Pembangunan Reformasi Birokrasi yang melibatkan 95 orang gabungan 

pejabat eselon I, II, dan III di satuan kerja Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian 

Pertahanan (Kraiwanit & Pongsakorn Siripipatthanakul, 2023). Hasil wawancara dan hasil Focus Group 

Discussion (FGD) tersebut, peneliti mengimpor transkripnya dalam file MS. Word ke dalam perangkat 

lunak NVivo 12 (Dhakal, 2022).Setelah data diimpor, peneliti melakukan pengkodean untuk mengetahui 

apa yang menjadi pola dan tema utama dari pendapat informan dalam diskusi tersebut (FGD) yang telah 

selesai dilaksanakan, kemudian membuat hubungan antar-kode menggunakan fitur run query analysis 

untuk menghasilkan cluster analysis dan mind map analysis. Setelah dilakukan analysis, maka langkah 

terakhir adalah visualisasi dan interpretasi temuan dengan word cloud NVivo 12 (Syaodih et al., 2021).  

Analisis data kuantitatif menggunakan perangkat lunak Interpretive Structural Modeling (ISM) dengan 

tujuan untuk mendapatkan strategi prioritas yang perlu dilakukan dalam Pembangunan Reformasi 

Birokrasi di Kementerian Pertahanan. Adapun yang menjadi variabelnya “VAXO”. V (Variable), X 

(Interaction/Matrix X), dan O (Outcome). V (Variabel) utama dalam penelitian ini yang menjadi strategi 

prioritas adalah Pencanangan Zona Integritas, transparansi, akuntabel, pelayanan tangguh, dan pengawasan 

(Tan et al., 2019). Setelah peneliti menentukan 5 variabel utama, selanjutnya peneliti membuat kuesioner 

yang disebarkan melalui Google Form kepada 5 orang pejabat eselon II di Balitbang Kemhan untuk 

memilih salah satu dari 5 (lima) variabel utama (pencanangan zona integritas, transparansi, akuntabel, 
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pelayanan tangguh, dan pengawasan) yang menurut pendapat Pakar masing-masing. Hasil dari kuesioner 

tersebut, selanjutnya peneliti mengolahnya dengan menggunakan perangkat lunak Interpretive Structural 

Modeling dan mengklasifikasikan score secara berurutan dari yang besar ke score yang kecil secara 

hierarki (Sorooshian et al., 2023). Perangkat lunak NVivo sangat relevan digunakan dalam penelitian ini 

karena berguna untuk mecari tema utama tentang reformasi birokrasi dari wawancara dan Focus Group 

Discussion (FGD), sedangkan  ISM relevan karena  membantu menyusun hubungan strategis, menetapkan 

prioritas kebijakan guna dapat diimplementasikan dalam  reformasi birokrasi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Analisis Data Kualitatif NVivo 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil Word cloud NVivo 12 

Sumber: Hasil wawancara dan FGD diolah menggunakan NVivo 12 

 

Seperti terlihat dalam figure 1 Word cloud di atas hasil analisis menggunakan NVivo 12, Pada olah 

data NVivo menghasilkan tema utama yaitu; pencanangan Zona Integritas, transparansi, akuntabilitas, 

pelayanan yang baik, dan peningkatan pengawasan (Sharma & Gupta, 2021). Dari hasil analisis 

menunjukkan bahwa strategi pencanangan Zona Integritas menjadi fondasi kuat karena dapat membangun 

kesadaran kolektif seluruh pegawai di Sub-Satker di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan 

(Balitbang) Kemhan terhadap pentingnya tata kelola organisasi  yang bersih. Hal ini sejalan dan 

mendukung tujuan penelitian dengan mengidentifikasi berbagai elemen  kunci yang  dapat diperkuat dalam 

implementasi reformasi birokrasi (Wang & Gupta, 2020). Visualisasi Word Cloud hasil analisis NVivo, 

seperti coding dan diagram hierarki, memperlihatkan hubungan antar-tema.  Data menunjukkan bahwa 

elemen transparansi memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan pelayanan publik,  sedangkan 

pengawasan dianggap sebagai suatu elemen pendukung utama untuk memastikan akuntabilitas Penguatan 

temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pencanangan Zona Integritas di  Sub-Satker di lingkungan 

Balitbang Kemhan jangan hanya simbolis, tetapi penting dioptimalkan  sebagai langkah strategis yang 

mempengaruhi elemen-elemen lainnya. Interpretasi atas penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan 
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reformasi birokrasi Sub-Satker Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan (Puslitbang 

Strahan) Balitbang Kemhan sangat dipengaruhi juga adanya keterlibatan pimpinan dalam mendukung dan 

mengimplementasikan berbagai regulasi yang relevan berkaitan dengan reformasi birokrasi yang 

mendukung elemen-elemen tersebut. Penelitian ini berhubungan dengan penelitian (Dwiyanto, 2020),  

menitikberatkan pada diperlukan   suatu kebijakan yang terencana dan berkelanjutan dalam pencanangan 

Zona Integritas guna meningkatkan komitmen organisasi dalam menciptakan sistem yang transparan dan 

akuntabel (Heimstädt & Dobusch, 2020). 

Penelitian ini  memberikan perspektif baru mengaitkan strategi pencanangan Zona Integritas dengan 

strategi peningkatan pelayanan publik, yang sebelumnya sering dipisahkan sebagai dua domain kebijakan. 

Menurut analisis, pencanangan Zona Integritas memiliki efek langsung pada kualitas pelayanan publik 

melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas selain berfungsi sebagai langkah simbolis menuju tata 

kelola bersih (Denhardt & Denhardt, 2015). Penerapan Zona Integritas mendorong pengawasan berbasis 

teknologi, penyederhanaan prosedur layanan, dan penguatan integritas pegawai. Pada akhirnya, hal ini 

menghasilkan peningkatan efisiensi dan kepuasan publik. Perspektif ini menguatkan gagasan bahwa 

reformasi birokrasi berbasis integritas dapat mempercepat pencapaian tujuan pelayanan publik yang 

optimal. Penemuan ini sejalan dengan penelitian Dwiyanto (2020), yang menekankan betapa pentingnya 

mengintegrasikan kebijakan tata kelola dan pelayanan publik. Kelemahan penelitian ini adalah pada dana, 

waktu dan sampel penelitian  yang terbatas dan jumlah pakar sebagai informan yang menurut peneliti 

masih minim jumlahnya sehingga tentunya berpengaruh pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Namun, 

kelebihan dari penelitian terletak pada strategi pengintegrasian data kualitatif dan data kuantitatif yang 

memberikan pandangan komprehensif tentang hubungan antar elemen strategi reformasi birokrasi menuju 

pada organisasi  yang bersih dari korupsi dan meningkatkan pelayanan publik (Christensen et al., 2017)  

Kesimpulannya, hasil olah data kualitatif NVivo mendukung strategi pembangunan reformasi 

birokrasi dengan menegaskan bahwa pencanangan Zona Integritas merupakan elemen kunci yang 

berdampak signifikan terhadap keberhasilan reformasi di lingkungan unit organisasi (U.O) Kemhan. 

Elemen ini menjadi pedoman untuk mengarahkan dan memastikan terwujudnya  organisasi bebas korupsi 

dan pelayanan publik yang prima (Ritz et al., 2016). Pelayanan publik yang prima dan organisasi bebas 

korupsi adalah dua komponen penting dalam membangun birokrasi yang efektif dan akuntabel. 

Transparansi dalam pengelolaan anggaran, akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan 

sistem pengawasan internal dan eksternal adalah tanda organisasi yang tidak melakukan korupsi. Dengan 

menciptakan budaya integritas yang kuat, setiap pegawai memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama 

untuk menyelesaikan tugasnya secara profesional tanpa melibatkan kepentingan pribadi atau organisasi  

(De Peuter & Conix, 2023).  
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Hasil Analisis  data Kuantitatif  Interpretive Structural Modeling (ISM) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Sub Elemen Prioritas Strategi 

Sumber: Hasil Pendapat Pakar diolah menggunakan Interpretive Structural Modeling 

 

Dalam pendekatan kuantitatif menggunakan Interpretive Structural Modeling (ISM) ada 5 sub elemen 

yang dijadikan sebagai indikator dalam wawancara mendalam  yaitu; pencanangan Zona Integritas,  

transparan, akuntabel, pelayanan yang baik dan pengawasan (Azevedo et al., 2019). Tujuan dari 

pendekatan kuantitatif Interpretive Structural Modeling  adalah untuk menunjukkan hubungan dan struktur 

antar elemen dalam konteks organisasi atau kebijakan tertentu. Lima sub-elemen ini digunakan sebagai 

indikator dalam wawancara mendalam. Pencanangan Zona Integritas adalah upaya awal untuk menegaskan 

komitmen untuk membangun budaya integritas dan reformasi birokrasi. Transparansi melibatkan 

keterbukaan informasi, yang memungkinkan orang-orang untuk memahami proses yang digunakan untuk 

membuat keputusan. Pelayanan yang baik berpusat pada kepuasan masyarakat dan efisiensi pelayanan 

publik, sementara akuntabilitas menghasilkan pertanggungjawaban yang jelas atas setiap tindakan dan 

keputusan yang dibuat. Terakhir, pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses yang 

direncanakan dan disepakati dengan berpedoman pada regulasi terarah dan mencapai hasil yang 

diharapkan secara optimal dan menghasilkan outcome,  menemukan masalah yang mungkin terjadi, dan 

mendorong perbaikan berkelanjutan. Interpretive Structural Modeling digunakan untuk menganalisis 

bagaimana sub-elemen ini berhubungan satu sama lain dalam upaya menciptakan kebijakan yang lebih 

efisien (Kern et al., 2017). 
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Gambar 3.  Structural Self  Interaction Matrik (ISM) 
Sumber: Hasil Pendapat Pakar diolah menggunakan Interpretive Structural Modeling 

 

Pada gambar 3 di atas, Structural Self-Interaction Matrix menggambarkan bagaimana pencanangan 

Zona Integritas dapat mempengaruhi transparansi, yang patuh, akuntabilitas, pelayanan yang baik, dan 

pengawasan; Structural Self-Interaction Matrix  membantu menjelaskan bagaimana pencanangan Zona 

Integritas dapat mempengaruhi transparansi, yang patuh, akuntabilitas, dan pelayanan yang baik. Karena 

keduanya menghasilkan sistem yang lebih efektif dan dapat dipertanggungjawabkan, transparansi dan 

akuntabilitas saling terkait dalam memastikan pelayanan yang baik. Pengawasan, yang berfungsi sebagai 

mekanisme kontrol, sangat penting untuk memastikan bahwa semua komponen ini bekerja dengan baik 

dan dengan cara yang tepat untuk mencapai tujuan (Rade et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4. Reachability Matrix ISM 

Sumber: Hasil Pendapat Pakar diolah menggunakan Interpretive Structural Modeling 

 

Pada gambar 4, Reachability Matrix di atas terlihat  keterhubungan atau jangkauan antara elemen-

elemen dalam sistem atau model yang sedang dianalisis. Dalam matrix ini, elemen-elemen dipetakan untuk 

menentukan apakah satu elemen dapat mempengaruhi atau dijangkau oleh elemen lainnya. Dalam matriks, 

elemen A akan berada di baris yang menghubungkan elemen B jika elemen A memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi elemen B. Analisis Reachability Matrix membantu kita menemukan komponen yang lebih 

dasar atau strategis dan memahami urutan atau prioritas implementasi kebijakan atau sistem yang sedang 

dikaji. Reachability Matrix dapat membantu menjelaskan hubungan hirarkis antara lima indikator 

wawancara mendalam: pencanangan Zona Integritas, transparansi, akuntabilitas, pelayanan yang baik, dan 

pengawasan. Misalnya, pencanangan Zona Integritas dapat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas, 
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yang pada gilirannya mempengaruhi pelayanan yang baik dan pengawasan. Sejauh mana masing-masing 

komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya, dan mana yang harus diperkuat atau diprioritaskan 

untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi, dapat dilihat dengan menggunakan matriks reachability. Selain 

itu, hal ini membantu dalam menentukan rute strategis yang dapat diambil untuk memastikan implementasi 

setiap komponen saling mendukung dan terintegrasi dengan baik (Hankin et al., 2021). 

   

 

 

Gambar 5. Grafik Interpretive Structural Modeling ISM 

Sumber: Hasil Pendapat Pakar diolah menggunakan Interpretive Structural Modeling 

 

Pencanangan Zona Integritas, transparansi, akuntabilitas, pelayanan yang baik, dan pengawasan adalah 

lima sub-elemen yang digunakan sebagai indikator dalam wawancara mendalam, seperti yang ditunjukkan 

pada gambar di atas. Konsep atau model pencanangan  zona integritas sebagai komponen penting yang 

mempengaruhi transparansi, yang kemudian berdampak pada akuntabilitas. Ini menunjukkan bagaimana 

suatu komponen dapat membantu atau memperkuat komponen lainnya untuk membuat sistem yang lebih 

efisien dan responsif. Sebaliknya, grafik ini akan menunjukkan bahwa pelayanan yang baik dan 

pengawasan saling terkait, dan transparansi dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat. Sebagai komponen kontrol, pengawasan memastikan bahwa setiap aspek, 

seperti pelayanan yang baik dan pencanangan Zona Integritas, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang 

diinginkan. Grafik ISM ini membantu memetakan hubungan dan pengaruh antara komponen tersebut  dan  

menggambarkan bagaimana  setiap indikator dapat saling membantu  untuk membangun sistem birokrasi 

yang lebih jelas, akuntabel, dan berpusat pada pelayanan yang optimal yang diawasi dengan baik (Vierke 

et al., 2024). 
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Gambar  6.  Level Interpretive Structural Modeling (ISM) 

Sumber: Hasil Pendapat Pakar diolah Menggunakan Interpretive Structural Modeling 

 

Pencanangan Zona Integritas adalah komponen penting yang paling penting dalam upaya reformasi 

birokrasi karena merupakan langkah awal penting menuju sistem yang transparan dan akuntabel. Deklarasi 

Zona Integritas menunjukkan komitmen organisasi atau instansi untuk menerapkan prinsip integritas dalam 

setiap aspek operasinya. Pencanangan ZI menunjukkan komitmen institusi untuk meningkatkan pelayanan 

publik dan menghindari penyalahgunaan wewenang dan penerapan merit sistem dalam pembinaan karir 

pegawai.  Model seperti ini  tentu akan meningkatkan trust publik kepada lembaga pemerintah dan 

mengubah budaya organisasi. Karena integritas adalah dasar dari seluruh sistem pemerintahan yang baik, 

tanpa Zona Integritas , upaya lain dalam sistem birokrasi akan sulit dicapai (Kusrini et al., 2019). 

Transparansi adalah komponen penting berikutnya yang sangat penting setelah penandatanganan Zona 

Integritas. Transparansi memungkinkan orang umum mengetahui tentang kebijakan, prosedur, dan 

keputusan yang diambil oleh organisasi atau instansi.  

Informasi terbuka mengurangi kemungkinan penyalahgunaan wewenang karena masyarakat dapat ikut 

serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Transparansi juga meningkatkan akuntabilitas karena 

publik dapat melihat apa yang dilakukan pejabat atau lembaga. Transparansi berfungsi sebagai 

penghubung antara pencanangan Zona Integritas dan akuntabilitas dalam urutan ini. Ini memastikan bahwa 

semua kebijakan dan keputusan yang dibuat dapat dilihat, dipahami, dan diperiksa oleh pihak luar (Zayed 

& Yaseen, 2021). Komponen berikutnya yang sangat penting adalah akuntabilitas untuk memastikan 

bahwa suatu policy dari birokrat yang berwenang dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. 

Penilaian kinerja dan penggunaan sumber daya yang ada sangat terkait dengan akuntabilitas. Tujuan akhir 

adalah pelayanan yang baik, yang dapat dicapai melalui akuntabilitas dan dimana masyarakat dapat 

menikmati kebijakan yang transparan dan akuntabel. Terakhir, pengawasan bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa semua proses dari pencanangan Zona Integritas hingga penyediaan layanan yang baik 

berlangsung sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pengawasan membantu memastikan bahwa 

pelaksanaan kebijakan berjalan lancar, sehingga seluruh sistem berfungsi dengan baik (Singhal et al., 

2018). 
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Pencanangan Zona Integritas   adalah langkah penting dalam membangun budaya integritas dalam 

organisasi pemerintah. Oleh karena itu, dapat dianggap sebagai komponen utama dari reformasi birokrasi. 

Christopher Hood menciptakan teori "New Public Management" yang menekankan pentingnya efisiensi, 

akuntabilitas, dan transparansi dalam sektor publik. Pencanangan Zona Integritas sejalan dengan prinsip 

New Public Management, yang menuntut lembaga publik untuk beroperasi dengan standar integritas dan 

pertanggungjawaban yang tinggi. Zona Integritas    berkomitmen terhadap anti-korupsi dan membangun 

birokrasi yang bersih dan transparan untuk meningkatkan pelayanan publik. Dengan demikian, 

pencanangan Zona Integritas    merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengubah budaya dan 

struktur birokrasi yang rentan terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Pencanangan Zona 

Integritas adalah contoh tata kelola yang baik karena menciptakan lingkungan dimana organisasi dan 

pejabat publik bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan kepada masyarakat. Dengan Zona 

Integritas, lembaga publik memulai proses perbaikan diri dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-

prinsip integritas. Ini akan menjadi dasar untuk penerapan lebih banyak transparansi dan akuntabilitas. 

Dalam konteks ini, Zona Integritas    bukan hanya sebuah pernyataan formal; itu juga merupakan langkah 

praktis yang menghubungkan teori tata kelola dengan praktik kehidupan sehari-hari untuk menciptakan 

birokrasi yang lebih baik dan stabil (Amini & Alimohammadlou, 2021). 

Pada penelitian berikut ini akan dijelaskan temuan penelitian yang menjadi bahan pembahasan. 

Temuan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan analisis data menggunakan NVivo 12 menemukan 

bahwa yang menjadi tema utama adalah tentang “reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan” 

sedangkan temuan penelitian pada pendekatan kuantitatif adalah menghasilkan 5 (lima) strategi prioritas 

yang dapat diimplementasikan dalam upaya reformasi birokrasi di Kementerian Pertahanan, yang meliputi; 

strategi pencanangan dan perluasan Zona Integritas, strategi sikap dan perilaku pegawai yang transparan, 

strategi akuntabilitas, strategi peningkatan pelayanan publik yang tangguh, dan strategi peningkatan 

pengawasan pimpinan terhadap kinerja para pegawai. Berdasarkan hasil analisis atas pendapat Pakar yang 

diolah menggunakan perangkat lunak Interpretive Structural Modeling (ISM), ditemukan bahwa strategi 

prioritas yang dapat diimplementasikan untuk pengembangan reformasi birokrasi di Kementerian 

Pertahanan tersebut; pada level 1 (elemen kunci) ditempati oleh strategi perluasan dan pencanangan zona 

integritas, pada level dua ditempati oleh strategi perilaku pegawai yang transparan, pada level 3 ditempati 

oleh strategi akuntabilitas, pada level empat ditempati oleh strategi peningkatan pelayanan publik yang 

tangguh, dan pada level lima ditempati oleh strategi peningkatan pengawasan pimpinan kepada para 

pegawai di Kementerian Pertahanan (Gerrish, 2016).  

Berdasarkan analisis data kuantitatif yang menggunakan perangkat lunak Interpretive Structural 

Modeling (ISM) tersebut, maka strategi perluasan dan pencanangan Zona Integritas di Kementerian 

Pertahanan menempati level 1 atau elemen kunci, artinya bahwa hal ini menunjukkan bahwa strategi 

tersebut memiliki makna mendasar dan positif bagi upaya peningkatan birokrasi di Kementerian 

Pertahanan. Sebagai strategi prioritas, maka strategi perluasan dan pencanangan Zona Integritas dapat 
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menjadi modal dan peluang bagi organisasi di Kementerian Pertahanan untuk mengetahui kekurangan dan 

kelemahannya selama ini, baik ditinjau dari  resistensi terhadap perubahan, resistensi terhadap adaptasi 

artificial intelijen (AI), resistensi terhadap keterbukaan dan akuntabilitas serta  pengelolaan sumber daya 

dan keuangan negara, dan resistensi terhadap orientasi pelayanan tulus, ikhlas dan bermartabat yang 

sebelumnya belum mengetahuinya menjadi diketahui, dipahami, dimengerti dan dapat dilaksanakan (Deng 

et al., 2024). Strategi perluasan dan pencanangan Zona Integritas tersebut dalam hal ini dapat dimaknai 

adanya keterlibatan pegawai yang sebelumnya terbatas menjadi menyeluruh yang ikut terlibat dan ikut 

bertanggung jawab penuh dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang diharapkan. Jadi dengan strategi 

perluasan dan pencanangan Zona Integritas tersebut dapat menginspirasi organisasi dan pegawai untuk 

belajar, meningkatkan kemampuan dan berubah menuju birokrasi profesional, responsif, moderen, adaptif 

dan penuh inovasi (Idris et al., 2022).  

Penelitian ini sejalan dengan Penelitian Tasi, yang menekankan bahwa masalah birokrasi yang utama 

adalah manajemen yang tidak efektif, strategi layanan yang tidak jelas, dan praktik korupsi, yang 

menyebabkan budaya birokrasi yang tidak sehat. Dalam konteks strategi perluasan dan pencanangan Zona 

Integritas yang menjadi strategi utama yang direkomendasikan, memastikan bahwa keterlibatan pegawai 

yang sebelumnya terbatas kini secara keseluruhan. Reformasi birokrasi sekarang menjadi gerakan kolektif 

yang mendorong semua orang dalam organisasi, termasuk pimpinan dan staf di berbagai tingkatan, untuk 

mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional. Strategi ini juga membantu mengubah budaya 

organisasi, mendorong karyawan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan mereka untuk 

menyesuaikan diri dengan sistem kerja yang jelas dan akuntabel. Oleh karena itu, pencanangan dan 

perluasan Zona Integritas merupakan tindakan strategis yang lebih dari sekadar formalitas melainkan 

merupakan langkah maju ke depan untuk membangun birokrasi yang efektif, bebas korupsi, dan berfokus 

pada pelayanan publik yang optimal (Hapsari et al., 2019). 

PENUTUP  

Penelitian ini menemukan bahwa dengan strategi pencanangan Zona Integritas  di Sub Satuan Kerja 

Badan penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pertahanan adalah langkah strategis untuk 

mendorong dan mempercepat optimalisasi reformasi birokrasi dan mewujudkan organisasi dan birokrasi di 

kementerian Pertahanan lebih baik dan maju dari waktu ke waktu sehingga dapat melaksanakan tugasnya 

dengan profesional bagi upaya peningkatan pertahanan negara. Strategi perluasan area zona Integritas   

dapat meningkatkan pengetahuan dan peran aktif pegawai sehingga organisasi terus mengembangkan 

kemampuan internalnya dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kemajuan teknologi. 

Pencanangan Zona Integritas   memberikan kesempatan berharga yang signifikan bagi pegawai untuk 

meningkatkan pengetahuan Pegawai tentang tata kelola organisasi yang baik, anti-korupsi, dan 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi birokrasi. Kepemimpinan yang visioner, bantuan teknis dari 

pakar, dan keterlibatan aktif pegawai dalam pembentukan Zona Integritas adalah semua yang diperlukan 

untuk reformasi birokrasi yang berhasil. Teori Good Governance menyatakan bahwa integritas, 
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akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan publik adalah ciri-ciri tata kelola yang baik. Institutional 

Theory, yang menekankan betapa pentingnya perubahan struktur dan budaya organisasi untuk mencapai 

legitimasi, mendukung penerapan Zona Integritas sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Organisasi dapat 

mentransformasi birokrasi menjadi entitas yang bersih, berorientasi layanan, dan mampu memenuhi 

ekspektasi masyarakat secara transparan melalui kepemimpinan yang inspiratif, pelatihan teknis yang 

strategis, dan komitmen kolektif pegawai. Implikasi penelitian ini perlunya perluasan area pencanangan 

Zona Integritas di  Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Army, Navy, Air Force 

guna mempercepat organisasi menuju organisasi birokrasi berdasarkan “Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021” guna meningkatkan Pertahanan Negara. 
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